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SMDAHULUAM

mm sulit untuk didefinisikan, hal
‘@=mmikian sesuai dengan apa yang di-
e adeh Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldarn
e Smkunya vang berjudul “Inleiding Tot

Hs Wan Het Nederland Rechl” ia
sk=n bahwa, tidak mungkin mem
s=atu definisi tentang apakah yang
Smkom itu, definisi tentang hukum
s=lit untuk dibuat karena tidak
mmtuk mengadakan yang sesuai
E=myataan.
=mecian ia juga mengatakan, bahwa
e ==m= hendak mengenal sebuah pgu-
e maks seharusnya ia melihat sendiri
mee #== demikian pula barang siapa ingin
Bokum, iapun harus melihatnya
: ika kita ingin melikat hukum,
Serhadapan dengan suatu kesulit-
=% k=sena gunung itu dapat dilihat,
g Sl Hidak dapat kita lihat
- ssuhnya kita dapat mengetahui
Bee Bmfeen itu bila mana kita melanggar-
; = pada waktu kita berhadapan de-
2 I=ksa, Hakim, terlebih pula jika
Serada di dalam penjara. Akan
pun hukum itu tidak dapat kita
sangal penting ia bagi kehidup-
karena hukum itu mengatur
_ £=2m antara anggota masyarakat
e S==gan yang lain bepitu pula per-
amtzra anggola masyarakat itu
—gnnl:atnva Artinya hukum itu
S=bungan anlara manusia per-
demgan masyaraka:.

TINJAUAN AKSIOLOGIS HUKUM DAN KEADILAN

MNeh :
Joke Nur Saricro

Dalam pergoulan masvarakat akan kita
temui aneka macam hubungan antara ang-
gota masyarakat, yaitu hubungan yang di-
timbulkan oleh kepentingan-kepentingan ang-
gnta mansyarakat, aleh karena itu para ang-
gnta masyarakat memerlukan aturan-aturan
yang dapat menjamin keseimbangan agar
dalam hubungan yang terjadi tidak menga-
lami kekacauan,

Aturan-aturan hukum itu dibuat dan di-
adakan atas kehendak dan keinginan dari
tiap-siap anggota masyarakat tu. Peraturan-
peraturan hukum yang bersifat mengatur dan
memaksa anggota masyarakat. Setiap
hubungsn kemagyarakatan tak boleh ber-
tentangan dengan ketertuan-keten-uan dalam
peraturan hukum L yeng ada dan berlaku da-
lam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan
hukum yang ada, akan dikenakan sanksi
yang berupa hukuman sebagai reaksi ter-
hadap perbuatan yang melanggar hukum
yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan
kukum itu dapat berlangsung terus dan di-
terima oleh seluruh anggotan masyarakat,
raka peraturan-peraturan hukum yang ada
harus sesuai dan tidak boleh bertentangan
dengan asas-asas keadilan dari masyarakat
tersebut Dengan demikian hukum dibnat dan
diadakan bertujuan menjamin adanya ke-
pastian hukum dalam masyarakat dan hukum
itu harug pula bersendikan pula pada ke-
adilan, yaitu asas-asas keadilan dari
magsyarakat itu sehingga jelas bagi kita bahwa
fkune dibual dan diadaken semalo-mata
mengabdi kepada keadilan, jadi bukan meng-

Eabwm UWES, Sedan; menempriy
ey Swiew Linair Suerabaye
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abdi kepada kekuasaan politis maupun

kekuasoan ekonon,

Dalam bahasan makalah ini. penulis
membatzsi pada fisi kelembagaan yaitu
lembaga Peradilan, yang dapat diartikan
sebagai suatu tempat dimana keadilan (yang
benar) i diperases, yang kemudian diharikan
kepada pencari keadilan, pada lembaga
peradilan ini pula tempat bertemunya aparat
penegak hukum. Melalui suatu tinjauan
aksiologi, penulis akan memaparkan, bagai-
mana hukum dapat direfleksikan pada ke-
adilan,

Aksiolog's merupakan filsafat nilai, da-
lam buku Pengantar Filsafat olehh Louis O.
Kattsoff, akziologis dapat diartikan sebagai
ilmu penpetahuan yang menyelidiki hakekat
nilai, yang pada umumnya ditinjau dari
sudut pandangan kefilsatatan, dan pendekat-
an-pendekatan tentang aksiologi, yaitu me-
ngenai hakekat nilai dapat dijawab dengan
tiga macam cara crang dapa: menyatakan
baliwa
(1} Wilai seluruhnya bechakekat subyektif,

dimana nilai-nilai merupakan reaksi-

reaksi yang diberikan oleh manusia se-
bagai pelaku dan keberadaannya ter-
gantung pada pengalaman-pengzlaman
mereka, yang demukian im1 dinamakan

“Subyekdvitas"”,

{2) Dapat pula orang-orang mengatakan nilai-
nilai merupakan kenyataan-keryataan di-
tinjau dari segi ontologi namun tidak
terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-
nilai tersebut merupakan esensi-esensi
logis dan dapat diketabui vleh akal. Pen-
dirizn ini dinamakan “Obyektivisme
Logis”

(3) Akhirnya orang dapat mengatakan bahwa
nilai-nilai merupakan unsur-unsur obyek-
kif yang menyusun kenyataan, vang demi-
kian ini disebut “Obyektivis-me Metafisik"”

Sebagaimana tersebut di atas bahwa
fungsi pokok dari lembaga peradilan tentu-
nya adalah memberikan keadilan. Berdasa:-
kan dengan fungsi tersebut maka, dapat di-
rumuskan permasalahan yvang pokok yakni :
keadilan yang bagaimana yvang dilnginkan
nleh pencari keadilan ? selanjutnya keadilan
yang bagzimana pule yang terwujud melalui
lembaga peradilan ¢ dan bahasan atas per-
masalahan meliputi, sebagai profesi hulkum
aparat penegak hukum, kemudian dilanjut-
kan, kebenaran dan keadilan demi tegaknya
hukum.

II. Aparat Profesi Hukum Sebagai Penegak
Hukum

Proses mengadili memerlukan kekuasaan
yang berwenang atan memihki kewenangan
untuk mengadili Kekuasaan vntuk mengadili
lazim disebut sebagai kekuasaan kehakiman
karena ditangan para hakimlah terletak
kewenangan untuk menjatubhkan putusan
melalui suatu proses yang merupakan jalinan
sebagai sub sistem peradilan dengan masing-
masing peranannya yaknl, hakim, juksa,
kepolisian. pengacara atau advokad dam
pembuat undang-undang.

Sedangkan menurut pasal 10 ayat (1) dard
Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentan
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada
(empat) badan peradilan ialah :
Peradilan Urmum,

Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan Tata Usaha MNegara

i 50 B

Dengan memperthatikan proses dan
wenang lembaga peradilan dalam seti
memutuskan perkara gelalu didasarkan pads
Ketuhanan Yang Maha Esa, hel yang d
kian ini secara formal telah diaturnya d
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£ ayat (1) dari UU. No. 14 Tahun 1970
me me=nyebutkan :

“Fesadfilan dilakuken Deni Keadilun
plesrian Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3 peraturan-peraturan seperti tersebut
Eiaslah bahwa keadilan yang se-
= diberikan kepada pencari keadilan
&=adilan yang berdasarkan Ketuhanan
Mlsba Fsa. Mengingat bahwa secara
a negara RI berdiri dan menyala-
Me=mecdekaan berdasarkan atas harkat

@h SWT. Dengan sendirinys kexuasa-

yang menjiwai keberadaan
8l m=ka sudah selayaknya pula, jika
sesumatu yang berproses di atas bumi
=== ini juga didasari oleh prinsip
Yang Maha Esa,
== keadilan berdasarkan atas Ke-
¥ang Maha Esa, tiada ragu lagi kita
mmi=h kebenaran yvang haklkl yang
dilaksanakan demi tegakrya
dapat dikatakan juga bahwa <e-
&an keadilan vang menjadi intisari
bukum, ialabh keadilan yang
» Ketuhanan Yarg Maha Esa
.-h'mya direfleksikan oleh badan
begaimana halnya dengan realita
Fmampu dan beranikah para profes
Sukum untuk menegakkan hukum

'-Hn kebenaran dan keadilan ?
- merupakan nilai yang dianut
mk hukum dalam memutuskan
s==apkan suatu keputusan (vonis)
= dikatakan bagi para hakim nilal
wndah diberikan melalui uadang-
e astara lain Undang-undang ke-
#=Sakiman, pada para hakim di-
thman yvang mardeka untuk me
a peradilan zuna menegakkan
hal:hlan berdasarkan Pancasila,
anya negara husum RL

£ syat (1) UU Mo, 14 Tahun 1970

2 =

-

it e ‘d'

lebih memberikan kekuasaan dan dapat di-
tafsirkan sebagai pemberian wewenang
muatlak. Sega.a campur tangan dalam urusan
peradilan oleh pihak-pihak lain di luar ke-
kvasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam
hal-hzl yang tersebut dalam Undang-undang
Dagar. Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa
peradilan merupakan suatu badan yang me-
miliki kewenangan untuk mengadili dan
memberikan keadilan secara tidak memihak
dan bebas dari tekanan apapun juga demi
tegaknya hukum. Berarti pula agar peradilan
mampu melaksanakan fungsinya secara opti-
mal vakni memberikar kepuhisan  zemata-
mata berdasarken kebeparan adanya tekan-
an-tekanan atau pengaruh pengaruh dari
luar, yang jelas akan berakibat mengurangi
kebebasan peradilan (hakim) dalam meng-
ambil keputusan yang seadil-adilnya.

Pada dasarnva huokum tidak dapat perdiri
sendiri akan tetapi ia harus ditegakkan oleh
para aparat penegak hukum, di dalam me-
nafsirkan atau interpretasi terhadap per-
undang-undangan yvang berlaku schubung-
an deﬁgan perkara yang sedang dinadapi
akan berbeda-beda, hal yang demikian ini
sering ditemui dan mencvat Jdalan inasya-
rakat, antara putusan Pengadilan Megeri (PIN),
putusan Pengadilan Tinggi (FT) dan Mah-
kamah Agung (MA) akan mempunyai
persepst sendirisendiri, hal yang demikian
sangat tergantung pada integritas keilmu-
annya dan kearifan para penegak hukumnya
darl masing-masing tingkatannya dari lem-
haga peradian tersebut di atas.

Cari gambaran ini jelas menunjukkan
bahwa putusan yang diharapkan oleh pen-
cari keadilan relatif subyekbif sifatsya dan
liminatif sehingga nilai keadilan akan ter-
polarisasi.

Lembaya prradilan merupakan lembaga
Yudikatif yang pada realitanya memung-
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kinkan adanya kerja sama atau ceampur
tangan dari lembaga Lezislatif terutama dari
lembaga Eksekutif, memang pada negara kita
tidak menganut asas pemigahan kekuasaan
akan tetapi menganut asas pembagian ke-
kuaszan, hal yang demikian ini dapat di-
buktikan dengan keberadaan para hakim,
yvang sebenarnya berada dalam satu atap
vakni Mahkamah Agung (MA) ternyata tidak,
jadi para hakim itu pembinaan ad-ministrasi
ada pada Depar-temen Kehakiman sedang-
kan pembinaan tehnik dalam perkara ada
dalam pembinaan Mahkamah Agung (MA).
Sehingga ada anggapan bahwa para halim
tersebut, dimzna kepalanya zda pada
Mahkamah Agung (MA] sedangkan perutrya
ada pada Departenmen Kehakiman. Dari realita
iri maka mesyarakat pencari keacilan men-
sanksikan keputusan hakim yang diterapkan,
disinilah nilai keadilan yang diamanatkan di
ganksilan. Betul-het]l hukum itn ditegakkan
untuk mengabdi pada keadilan ? apa bukan
sebaliknya ? yaitu hukum ditepakkan untuk
mengabdi pada kekuasaan ! liminatif sekali
nilai keadilan yvang didambaken masyarakat
pencari keadilan.

Upaya untuk meningkatkan citra profesi
hukum mengingat bahwa citra peradilan
menurut kepercayaan masyarakat ada.ah
satu-satunya lembaga yang mampu menemu-
kan kebenaran dan memberikan keadilan
demi tegaknya hukum, melalui keseimbangan
upaya mewusjuckan peradilan ini cukuplah
berat karena ini membutuhkan keberanian,
kebe:anian dalam arti kemampuan dalam
menembus birokrasi yang sering kali men-
ciptakan kekaburan antara loyalitas sebagai
alat negara kepada pemimpin atau penguiasa
dan loyalitas sebagai profesi hukum ter-
hadap kemurnian cita-cita profesi itu sendiri.
Tirai birokrasi inilah yang menycbabkan
kurang optimalnya peranzn profesi hukum

terutama dalam konteks penemuan hukum
dan keadilan demi tegaknya wibawa hukum.

IIl. Kebenaran dan Ke-adilan Demi Tegak-
nya Hukum

Proses penegakan hukum sebernarnya
hukum hanya mencakup pengertian “Law
Envorcement” akan tetapi juga meliputi
“Teace Maintenance”. Terutama jika di-
resapkan lagi bahwa hakekat penesakan
hukum adalah suatu proses untuk menemu-
kan keserasian antara nilai-nilai dan kaidah-
kaidah hukum dengan pola perilaku yang
membudaya di masyarakat yang tujuannya
adalah cita-cita perdamaian. Dalam merzih
cita perdamaian ind, manusia harws ber-
kemampuan untuk mengendalikan hati
nuraninya, yang terdiri atas . cipta, rasa,
karsa. Hahi nurari adalah penyekat yang lebih
memuliakan meznugia dar pada makhlnk
hidup lazinnya. Dengan ini nurani pada
seseorang, itu berkemampuan untuk mawas
diri. Apabila kemampuan untuk mawas diri
sudah membudaya dalam masyarakat maka
kebenaran sebagai esensi keadilan akan lebih
tampak mengedepan melalul pola pikir yang
1. Hal logis, artinya mampu membuktikan
yang benar dan yang szlah dengan pem-
bedaan yang tegas dan tidak berke-
panjangan.

Hal Etis, artinya segala tindakan yang
d.lakukan selalu berdasarkan tolub ukur
yang wajar, disesuaikan dengan situasi /
kondisi yang ada di sekitarnya sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-
undang.

Hal Estetis, artirya mencari penyelesaian
masalah yang mengurtungkan dengan
tidak merug:karn orang lain.
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Sesg: sikap dan pola pikir seperti di
e termanifestasi dalam kehidupan ber-
Smmsmaszkat sebagai asas “Tepo Shiro” yang
Seemrs - Segala sesuatu seyegyanya di-
Ssmoatien pada proporsi yang sebenarnya
mSsss—ana kita ingin diperlakukan sesuai
h F‘ui.vr:'.i yang kita miliki.

B Tafsk merugikan orang lain, dapat di-
ssmarkan dengan pengertian “Equity”
stz “Neminem Laedere.

Teeskan vang berksinam-

Semgan disemua bidang,
Sasat disejajarkan dengan
g==gertian “Lquality”
st “Umcuicue Tribuere”.

“Emmty- dan “Equality”
prinsip-prinsip
k=—eraran dan keadilan
= dilaksanakan demi
baukum. Dari wraian
dapat kita artikan
f=as peradilan adalah
- keadilan yang
Eerdasarkan prin-
> kebenaman untuk
Ekan hukum.
- Sates melaksanakan fungsi tersebut
s sebagai suatu sistemn ditunjang oleh
gemegak hukum selakn sub sistem
Sedangkan sistem peradilan itu
= a=alsh perpaduan antara sisterm yang
- peraturan tertulis (perundang-
dan peraturan hukum hukum
'h'tnlu yang lazim disebut l‘uukur.n
.im tetapi saat ini telah disepakati
el li:anseha.gal nilai-nilai hukum
ssemiadaya di masyarakat.
ek menegakkan hukum yang didasari
Be=e=uran dan keadilan yang harus di-
- terutama adalah sikap mental

aparat penegak hukum yang melakzanakan
fungsi peradilan atau lebih jelas lagi, pada
masyarakat itu mengidentikkan hukum
dengan tingkah lakn vang nyata dikalangan
para petugas hukum atan penegak hukum.
Apabila perilaku yang ditujukan ternvata
tidak layak dimata masyarakat, dengan sen-
dirinya apapun yang terjadi hukumnya juga
“dicap” kurang baik walaupun perundang-
undangan yang mengatumya sudah lengkap
dan memadai.
Sebaliknya jika para pe-
negak hukum itu mampu
menunjukkan  perilaku
yang baik maka hukumnya
pun akan selalu dianggap
baik dan benar. Oleh
karenanya jiks kebenaran
dan keadilan diperguna-
kan sebagai tolok ukur
keberhasilan penegekan
hukum maka aparat pe-
negak hukam itulah vang
harus benar-benar sadar
hahwa F.ﬂdn merekalah
tanggung jawab utama
penegakan Fukum dibebankan. Sebagai
P'E“E':mbm amanat ?erudi]un mala nparn.l:
penegak hukum juga harus mampu mengatasi
kebutuhan peradilan akan kepentingan
perangkat hukum baik formal maupun mate-
rial, walanpun tidak berdiri di atas katentuan
formal dan material karena peradilan yang
harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang
mm—:budn}-n di mnsynrnknt, Mcnsnpn demi-
kian ? Dengan perangkat hukum ter:ulis saja
tidak mungkin mampu memenuhi tuntutan
hukum yang tumbuh di masyarakat. Sebab
hukum tertulis sering kali tertinggal dengan
berkembangnya perilaku masyarakat yang
terus mererus dan berkesinambungan.
Berdasarkan pemikiran di atas maka se
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yogyenyzlah jika perundang-undangan itu
disusun sebagai aturan hukum yang flek-
sibel dan lidak wrlalu rinci, agar mudah di-
sesuaikan dengan tuntutan perkembangan
jaman. Juga untuk membuka kesempatan
yang seluas-luasnya bagi aparat penegak
hukum agar berkemampuan optimal dalam
upaya dalam menemukan kebenaran dan
keadilan demi tegaknya hukum, sesuai de-
ngan setentuan bahwa jixa Lidak diketemukan
pengaturan pokok perkara yang sebenarnya
di dalam undang-undang maka harus digali
kebenaran itu melalui pensrapan nilzi-nilai
hikum yang membudaya di masyarakat.

IV. Penuiup

Untuk menegakkan hukum harus ada ke-
beranian yang didasari oleh kerangka pe-
mikivan yang mengace kepada kebenaran dan
keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa sesuai jiwa Pancasila dan sesuai dengan
asas bahwa, peradilan dilakukan Demi Ke-
acilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Eza,

Di samping itu, peranan aparat penepak
hukum selaku sub sistem peradilan juga
harus lebih mengzedepankan terutama untik
mengacu terbentuknya sistem peradilan yang
bebas dan hakim yang tidak memihak
(Indelendent Court and Imparlial Judge).

Bzhwa peracilan secara fungsionzl ber-
tugas menemukan kebenaran dan memberi-
kan keadilan demi tegaknya hukumn melalui
proses yang bebas dari tekanan untuk me-
wujudkan keputusan hakim yang tidak me-
mihak dengan berpedoman pada jalinan ke-
seimbangan antara undang-undang dan nilai-
nilai hukum yang membudaya di dalam
masyarakat. Berdasarkan asumsi bahwaz nilai-
nilai hukum yang tercermin melalui sikap

dan perilaku masyarakat adalah kehendak

hati nurani rakyat yang paling dalam.

Nilai keadilan yang berkembang dalam
lembaga peradilan bersitat liminatif dan
bersifat subyektil, hal yang demikian karena
nilai keadilan yang diputuskan para penegak
hukum, dan nila: keadilan yang didambakan
oleh masyarakat pencari keadilan sering
tidak seimbang atau tidak sinkron kalau hal
yang demikian terjadi maka benar adagium
yang mengatakan bahwa :

“Apahila hukum il ditegekkan meka he-
adilan akan terdesak” begitu sebaliknya” apa-
bila keadilan dilzgakkan maka kepastion
hukum akan terdesak’.
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